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INSTRUKSI
NOMR : 4 TAHUN 1980

: : TENTANG
KORDINAST, BIMBINGAN DAY PEMBINAAN ADMINTSTRAST
SERTA TEXNIS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

GUBLKNUR KEPALA DAERAH TIHGKAT T JAIA TIMOR

Bahwa dalam rangka usaha penertiban pendapatan Daerah Tingkat IX
dalam bidang administrasi dan teknis pemungutan pajaj Daafa%_.
Tingkat II guna peningkatan pendapatgh as1i Dasrah Tingkat 1L,
maka sebagal pelaksanaan surat Menterd Dalam Negeri tanggal 28
Nopember 1577 Nomor KUPD. 7/30/17 dipandang periu menginstrulsi-
kan kepada Kepala Dinas Pendapatun Daerah Propinsi Daerah 'ﬁ.nge.‘j
“kat I Jawa Tmur vntuk dan atas nama Gubernmur Kepala Dasrah Ting
kat T Jas1a Timur memberi kan/mengadakan kordinasi,pengarahan,bime.
bingan dan pembinaan adﬁinistraai serta teknis pemungutan pend..

- patan asli Daerah pada Dacrah Tingkat 11 aiseluruh Jewa Tdmnoe

serta kepada Bupati / dalikotamadyn Kepala Daerash Tingkas €T &1
Java Timur untuk bevtanggungjmr.:ab atas pelaksanasn InsBruksl imi,

1, Undang-Undang Nomor S Tahun 197 ;

2+ Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 3

3 Undeng-Undang Nomor 12 Drt Tshun 1957 ;

e Surat Keputusan Gubernue Kepala Daerah Tingka: I Jawe Tl
tanggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/l19/6/1971 yang telah diubreh
terakhir dengan Supat Keputusan Gubernur Kepals Deeral Mo
kat I Java Timur tangpal 8 Juni 1976 Nomor HK.I/72/76 ;

S5+ Keputusan Menteri Dalam Regeri tanggal 28 Mapember 1977 Home
KUFD, 7/36/77.

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nepember 1577 Nomor PN,
7/36/71.
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INSTRUXST ind mulad berlaku sejak tanggal dikeluarkan,

'MENGINSTRUKSTKAN

i 1. Sdre Kepala Dinaé_Pendapatan Daerah Propinsi Daersh Tingkat I

Javra Timur 3

2+ Sdre Bupati / Walikotamadya Kepala Daex-;a.h Tingkat II a Jﬁra

Timur.

$ I. Pejabat tersebut angka 1,

be

Ca

+ Atas nama Gubermum Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur RB=
laksanakan tuges dengan memberikan / mengadakan kordinasi,
pengarahan, bimbingan dan pembinaan administresi serts tek
nis pemungutan pandapatan az1i Dasrah pada Daerah Ting-
kat II diseluruh Jawa Timur 3

Menyusun pedaman telmis pela.k.alnun tugas tersebut pada hu

ruf a tersebut dimka ;

Melaporkan pelakssnaan Instruksi ind kepada Gubermur Keps-
la Daerah Tingkat I Jawa Tymur,

II. Pejabat tersebut mgk; 2y

Bertanggmg Jawab terhadap pelaksansan Imi’fulmi ind dengan
me'lgadalcan langkah-langkah sebagai berikut 3

1.

2a

Mengadakan pedoman pelaksansan tugas dan lewajiban Dinay
Pendapatan Daerah Tingkat II, dalsm rangka pslaksansan kop
dinagl pemungutan pendapatan asli Daerah Tingkat I sesusd -
dengan pedaman teknis yang diberikan olali Dinss Pendspatzn

Dserah Tingkat I j

Melaporkan pelakssnasn tugesnya kepada (mbaroox Kspals O
rah Tingkat I Jawa Timur berutama mengenal Jemds puagwban

pendapatan asli Dserash Tingkat I1I dan usaha memingksbkan

seluruh penerimesn pendspatan asll Dasrab pada D&urah Tlag
kat II diselwruh Jawa Timumr, selambat-dlambatzmya akbhle ¥
ret 1980, Bl

nntak | ddLalcaanadc

dengan sebalk-baiknya.

g Al 3 Sweabay
s Pebruard, 1960

DALAM LEMBARAN DABsAH
Bagzal THOELAT] jawa FUNR

;&m&m@&ub: j o3

'SATTRIN Instruksd ini disampatkan

kepm‘ 3

b

Yth, 1 1. Sdrs Menteri Dalam Negeri di Jakartaa
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2- Sd.l‘o

3« Sdr,
ha &‘i!'o
5e Sdr,

6. Sdre
7. Sdr-"
8. Sar,

e e ]

Direktur Jenderal Pemerintahan Unum dan Otonomi
Daerah, Departemen Dslam Negeri di Jakarta.

Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jara Timur,
Pembantu Gubernur di Jawa Timur,

Kepala Inspektorat Wilayah/Daerzh Propinsi Dae-

rah Tingkat I Jora Timur,

Kepala Birc Keuangan ) Kantor Gubernur Kepala Daerah

Kepala Biro Hukum ) ‘TMngkat I Jawa Timur.

Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
dl Jawa Timur,
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

LT NSTRUKBT
Nomor : 25 Tahun 1978
TENTANG

KORDINASI, BIMBINGAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI SERTA

TEHNIS PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

—— e

GUBERNUR KEPAIADAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

¢ Bahwa dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah dalam

bidang administrasi dan tehnis pemungutan retribusi Daerah, maka se=
bagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember -
1977 Nomor KUPD 7/36/17 dipandang perlu menginstruksikan kepada Kepa
la Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur un -
tuk memberikan/mengadakan kordinasi, pengarahan, bimbingan dan pembi
naan administrasi serta tehnis pemungutan retribusi Daerah diDaerah-
Tingkat II seluruh Jaws Timur, serta menginstruksikan kepada Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk membantu pelaksanaannya.

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 197k

2+ Undang - Undang Nomor 11 Drt tahun 1957;

3¢ Undang = Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;

Lk, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ta =
nggal 11 Juni 1971 Nomor Pem/419/6/1971 yang telah dirubah ter -
akhir dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Baerah Tingkat I Ja=-
wa Timur tanggal 8 Juni 1976 Nomor Hk.I/72/76.

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomor KUFD 7/36/
17 tentang penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja=-
wa Timur;
2. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

1. Pejabat tersebut angka 1,

a. Melaksanakan tugas dengm mengadakan/memberikan pengarahan, kor
dinasi, bimbingan dan pembinaan administrski dan tehnis pe -
ningkatan retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa
Timurs;

b. Menyusun pedoman tehnis pelaksanaan tugas tersebut huruf a ;

c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepadaGubernur Kepala Daerah-
Tingkat I Jawa Timur terutams mengenai jenis pungutan retribu
si dan usaha untuk meningkatnya serta seluruh penerimaan -
retribusi Daerah di Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur.

II. Pejabat esesccscsss
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II. Pejabat tersebut angka2,

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kordinasi pungutan retri -
busi Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, antara lain :
1o Mengadakan pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas Pendapa

tan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam rangka pelaksana
an kordinasi pungutan retribusi Daerah Tingkat II Yang dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timurs

2. Dalam melaksanakan tata administrasi dan tehnis pemungutan retri
busi Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
IT mengadakan konsultasi dengan Dinas/Kantor Pendapatan Daerah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

3. Dinas Pendapatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengirim-
kan laporan/data kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah-
Tingkat I Jawa Timur melalui Cabang/Wilayah (Kantor) Pendapatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Daerah Tingkat II
setempat mengenai obyek pungutan, jumlah penerimaan setiap jenis
retribusi perkembangan serta evaluasi terhadap kegiatan pemungut
an retribusi Daerah setiap bulan;

L, Kepala Dinas Fendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting -
kat II mengadakan kordinasi terhadap pungutan - pungutan Daerah-
yang dikelola oleh Dinas - Dinas Otonom/Lembaga bawahan Daersh
Tingkat II yang bersangkutan dengan cara memperoleh laporan/data
serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatannya, serta merencana-
kan usaha dan tindakan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam
rangkapeningkatan pendapatan Daerah.

b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Ting=-
kat I Jawa Timure.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan -

sebaik - baiknya.
Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 23 Mei 1978
Pje. WAKIL GUBERNUR KEPATA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
C &p ttd.
Instruksi ini disampaikan Kepada : M. SOEGIONO
- 6
Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. NIP.010060575
Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,dan Otonomi Daerah,

Sdre
Sdre.
Sdre.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.

Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Ketua DPRD Propinsi Daersh Tingkat I Jawa Timur.

Pembantu Gubernur di Jawa Timure.

Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Prop.Dati I Jatim.
Bupa®i/Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II di Jatim.

Kepala Biro Keuangan )Kantor Gubernur Kepala Daerah

Kepala Biro Hukum )Tingkat I Jawa Timur

Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timure

Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk.II di Jatim. piturun

sesuai dengan bunyiaslinya

KAMISAN, Be.Kn
staf Dipenda




),r’ . RUPATT KIPATA DABRAN TINGKAT II
¢ LAMONGAN

SALINAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor + HK,II/147/SK/UND/1979 BUPATI KEPALA DAIRAH
TINGKAT IT LAMONGAN

Lampiran : 1 (satu) -

BUPATI KEPALA DALRAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIBANC Dahwa dalam usaha penertiban dan pen ingkatan penda =

patan Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, naka di
pandang perlu mengatur dan menetapkan pedoman pelaksa

naan dengan Surat Keputusan Bupati.

MENGINCGAT

1. Undang~Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok~Po-
kok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38 ) ;

2+ Undang~Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Pe -
raturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun =
1957 Nomor 56 )

3+ Undang~Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Pe~
raturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ta=
hun 1957 Nomor 57 )j

4, Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1978
Nomor KUPD_7/12/41-101 tentang Susunan dan Tataker
ja Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamaw

dya Daerah Tingkat II,.

MEMPERHATIKANs 1.Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur tenggal 23 Mei 1978 Nomor 25 tahun 1970 tentang
Kordirnsi, Bimbingan dan Pembinaan Administrasi ser
ta Tehnis Pendagpatan Daerah j
2.Instruksi CGubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur tanggal 21 Desember 1978 Nomor 53 tahun 1978
tentang Pemantapan kedudukan dan fungsi Dinas Pon= !

depaton Pacrel Tiwgkat IT Lamongone



MEMUPUSKAN
MENBTAPRILAN,

PERTAMA

Mengadakan pedomar pelaksanaan tugas dan kewajiban Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
dalam rangko pelaksanscan kordinasi pungutan  pendapatan
Daerah Tingkat II, yang dilakukan oleh Dinas. Pendapatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, serta pe w

a

laksanaan kordi Pendapatan Daerah Kabupaten

{.'J
La
)
e
v

i
o
"J

Dacrah Tingkat II Lamongan terhadap pungutan-pungutan
Daerah yang dikelola oich Dinas~Dinas Otonom/ Lembaga di
lingkungan Pemerintah Habupaten Daerah Tingkat II Lamo=
ngan

'r*\ ‘-T'
—hk

Menugaskan kepada Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Daes-
rah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan Surat Keputus
Ziak igabit
KETIGA $ lo Keputusan ini berlaku secjak tanggal ditetapkan  dan
apatila di haii kemudian ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mesti
nya ;
2. Mengumumkan Surat Xeputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Ditetapkan di : Lamongan
Tangeal ¢ 12 Juni 1979
BUPATL KEPALA DALRAN TINGKAT II
ATMONCGAN
ttde

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan  SUTRISNO SUDIRDJO
kepada :

Ythe 1. Sdr, Gubernur Kepala Daerah Tinge
kat £ Jawa Timur di Surabayas
2, Sdr, Pembantu Gubernur di Bojonegoro; .
3+ Sdr, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sadinan sesuai dengan aslinya
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa A yang menyalin
Timur di Surabaya 3 AM"Buvntl Kep ala Daerah TlngkatII.
L, Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daj2f Lgmonpan
erah Kabupaten Dacrah Tingkat II% _F 5 &Q\ Daerah

Lamongan 3 i
5, Sdr. Kepala Dinas/Sub Direktorat/Bagi § &)
an di lingkungan Pemerintah Kabu S /55—

paten Daerah Tingkat IT Lamonganj N AL Rt M E ﬂfﬂ[_
6, Sdr, Para Pembantu Bupati dan Camat NTD 51066016#

se Kabupaten Daerah Tingkat II

Lamongan,

i 0 P B e A B 44 e B S e

Diumumkan Dalam Lembaran Dacral Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
tanggal 13 Juni Seri D3 liomor 11./D%5



\ LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat IT Lanongan
Nomor  : IIK,II/147/SK/UND/1979
Tanggal : 12 Juni 1979

Pt B ok et bt et e e e — -

PEDOMAN PELAKSANALN TUG/S-TUGLS KORDINASI ’ PENG&RRH&N,

BIMBINGLN DAN PEMBIN.AN TRHNIS ADMINISTRASI DAN TEINIS

PEMUNGUTAN DINAS PENDAR.TAN DLERAI K.DBUPATEN DABRAI
TINGKAT II I.MONGLN

I, Dalan mnelaksanakan kordinasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat IT yang
dilakikan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tim

rur, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
berkowajiban

%e l'ersama - sana Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Jawa Ti
“ur pembantu dan ikut serta aktif melakeanakan penyelenggaraan ra
’at -~ rapat kordinasi yang diadakan oleh Dinas Pondapatan Daerah

’ropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tipur $ P

Ne Mengadakan hubungan kerja sana dan konsultasi ratin dengan Dinas/
Kepala Kantor Pendapatan Daerah dalan nelaksanakan tata adpninise
trasi dan tehnis bemungutan retribusi dan pendapatan~ pendapatan

Daerah lainnya H

Gs Secara periodik setia ap bulan nmengirinkan laporan/data kepada depa
la Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tinur
melalui Kepala Kantor Pendapatan Daerah Propinei Daerah Tingkat I
Jawa Timur yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ne
ngenai obyek pemungutan, penerimaan setia ap jenis obyek pungutan
serta permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalan pelaksanaan

kegiatan pemungutan :

de Dalam hal pengajuan pengesahan rancangan Peraturan Daerah di bi =
dang pendapatan KLabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang diaju -
zan kepada Gubernur Kepala Doerah Tingkat I Jawa Tipur supaya mee
ngirimkan tembusan rancangan Peraturan Daerah terschuf kepada Di-
nas Pendapatan Daeral Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk

kelancaran pengesahannya

ee Dalam usaha nencapai keseragaman kegiatan dalan pelaksanaan teh =
nis operasionil, tehnis administratif dan lain ~ lain antar Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat IT mengadakan hubungan kerja sama dibaw
wah kordinasi kordinator wilayah administratif Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tinur .

' II, Dalaum nengadakan kordinasi terhadap Dinas -~ Dinas Otonomi/Lenbaga «

Lembaga bawoHan Iacrah Tingkat II Lamongan, Dinas Pendapatan PDaecrah

Belt-=ay D0o-nll Minet-ag Lo 7 rmeangr s wan vres buas g e i
5
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Memberikan bimbingan dan pengarahan panertiban -pendapatan dari
kegiatan~kegiatan yang berhubbungan dengan pendapatan Kabupaten
Dacrah Tingkat II Lamongan -

‘Menampung dan mengadakan evaluasi laporan/data kegiatan tersew-

but ;

lMerencanakan usaha intensifikasi pendapatan Kabupaten Daerah -
Tingkat IT Lanongan $

e renchnakanpola penertiban penungutan Kabupaten Daerah Ting -
kat II Lamongan dan mengadakan pemusatan pemngutan~-penungutan
pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan oleh Dinas Pen
d:patan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan :
Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan renda
patan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 3

Mengadakan rapat-rapat kordinasi secar: periodik dengan Dinas~
Dinas Otonon/Lenbaga~Lembaga bawahan Doerch Tingkat II Lanmo
ngan

Melaporkan kepada Bupati Kepala Daersh Tingkat II Lanongan mee=
ngenai perkembangan pendapatan Kabunoten Duerah Tingkat II Law

mongan,

BUPATI KREPALA DLIRAIL TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.

SUTRISHO SULIRDJIO

Salinan sesuai dengan aslinya
yang menyalin
Ane Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lamongan

B taric T.Iil?lv’l)aerah
e |\ 7/
e | 4 § h\\(/{ :




. DINAS PENDAPATAN DARSAH
rmm’sx DAERAH TINCIAT T

v

b 58 No. Azenda: HK. 002, :{/1:19&1
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1981
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JAWA TIMURS

JI¥. KARET NO,90 SURARAYA

L =

N\ Y
{ '9"/ .
\ \

Surabaya, 13 Demember 1980

s : Repads
Womor - & FH.040,/170/1980 Yth, Sdr. Bnpati/ﬁalih.otamﬂy&. Kepala
sifet ¢ Penting Paoreh Tingeat TI
Instrulesd Bupatl,Waldxotanadys SILURUA. JA%A STHOR

Kepala Daecxah Tioghst I ten
tang Eordinesl, Binbingan . dan
Penbinesen Administrasl  serta
Teknin Femmauton Pendapaten
AS14 Dasrah

S&a&btmgﬂ;?‘ ei&ngar’* Inpbraksi Gubsrnur Kvpala Dasran ?!in@cat Ida

bm'bingm ﬂ;m pa-nhﬁnam siministresl serta tplmis pammautw ?endapn:t-;-v .
an 481l Daerah, malca vrbal: mementgpksn paleksmnasunys dinchon agm. sg:.

dare menpertivbengkan vntuk menerbitian Inptriked kepada Kep,_aLLme

I’and&a tan Dasryah Tiughst E{ masing-nasing, untvk 3

\/(',17, atas nang Bupatl/Walikotamadys Kepala Dasrsh Tinglat IX setem =
pat mel.mwan&lmr- koriinasi, pengarahen, bimbingen dsm pmhinm
wiminieteasl norta tekniz pemungwian Pendapatan Asdd Deersh dle
Tinglungan Ponerintal Lobup atm«r"ﬁnﬁmadya, Dacrsh Tingket TI ymg

heraangoetan g

g

o Menywsun padomeg

tdmia peleksenasn tugas sebagaimmms terzebul
el 4 dd atas.

. Kem:diey, melaposimn velsbsanszn Instrolel ini kepsda Bupatd /=
Welilobamadys Renals Deersh Tingkalt II yong herseagiontan.

Damdkdam wndol sonjaddken meklun,
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/ SLEREDL PRRUACATAN LAkl

PROPINST DAERAH TINGKAT I JhWA TIMUR : 3
JLN. KARET NQ.%0 SURABAYA

W R REAT I I rTE R I T s I L:ﬂ TR M A AR IR e e iy

Homoxr
sifat
Lampiran
Poarihal

PEMBUSAN

("

Surabava, 2 Jull L1980

PB.040/28/1980 Kepada :
Penting Yeh, : 1. Sdr, Xapala Pagian Tate TUsaha
1 (matu) Dinae Pendapatan Dacuald
Pedoman “elnig pelak Propingi Daersh Tingkat I
enaan tUyds memberl Jawa Tarhiz:
kanxmenqama&an kordi 2. 8dr. Pars Xepala Sub Dinaa pa
nag:.., penoarahen him da Dinas Pendapatan [ie=
bingan deorn penbinaan rabk Propinel Dnsrah 2ing
0 0 €7 1 . . 10 et kat 1 Jawa Yimur ;
J, &dr. Para Kordluator Rmﬂaﬁﬁ
adminimivatirs dan Teknis
Gperanional, Dines fucda .
paten Deeyal Propinal Do
erak Yingkot I Jows Wi
oY 3
. 8&r., Para Repsls @ilayan/da -

tang Dinas Pendapatan L@
eval, Propdnsl Uaaead Ting
kKat I Jaws Timuar

di

SELURUE JERA TIMUR

Dalam rangks melaksenskan Instrukszi Gubkornur Repald
Daerah Tingkat I Jawa Timwr tanggal 24 vabrvsri 1630 Soaer
4 Tahup 1980 tentany kordinasi, bimbingen ~an pewhinasn ad-
ministrasi serts teknis vemungotan vendapatan asli Daeral,
maka bersama ini dibarikan pedomsn Leaknls pelaksanaan tugns
dalam memberikan/mengadakan koxrdinasi, pengarahan, bimbing-
an dan pembinaan administrasi serta texuls pawmangutan penda
patan zasli Dacrab kepada Dasrxal ”iﬁqka@ 1T selvwruh Jawa Tio
mur ssbagalmana terlampiv, untuk dilaksanakan dengn gernik
baiknya.

Demikian vntuk menjadikan maklum.
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TEMBUSAN
Ythe : 1. 8dr. Bupati/Walikozamadya Fepala D
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PROPINSI DAERAH TINGKYAT T JAWA TIMIL
. JLN. KARET NO.90 SURABAYA
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PEDOMAN TEEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DALAM MJ‘MERIKA& /MENGADAKAN
RORDINAST , PENGARAMHAN, BIMRINCAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
SERTA TEENIS PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERBH
KEPADA DAERAH TINGKAT IT SELURUH JAWA TIMUR

B S ——

‘A. TUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINST DARRAX TINGKAT I JAWA TI-
MUR, DALAM :

- I. Pelaksanaan kordinasl terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupa
ten/Kotamadya Daervah Tingkat IT se Jawa Timux, diselenggara -
kan dengan :

1. mengadakan Rapat Kerja, Rapat Kerdinasi dan Rapat Konsulta
gi antar Kepala Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat I1 se Jawa Timur secara periodik setiap ta-

' hun, serta rapat~rapat yang diselencgarakan secara insiden
til baik yang dihadiri oleh seluruh Xepals Dinas Pendapate=
an Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1I se Jawa Ti
mur maupun terbhatss pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah =
Tingkat II tertentu, vang dikordinir cleh Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, untuk memba -
has masalab-masalah yang berkeitan dengan pelaksanaan pr -
munguian Pendapatan sli Dasrah ;

peninjauan kerja yang dilaksanakan baik cleh Kepala Dinas
Pendapatan Daeral: Propinsi Dasrah Tingkat I Jawa Timur ms*
pun Staf ke Dinag Pendapatan Daerzh Kabupaten/Kotamadya Da
ervah Tingkat 11 dalam rangka pelaksaraarn kordinasi pemurgut
an. Pendapatan Asli Daexah Tingkat IL :

3. menampung masalah~-maszalab yang tidak dapat dipecahkan da-
lam Rapat Kerja/fRapat Kordinasi/Rapat Konsultasi untuk @i~
sampaikan kepads Gubecnur Xepala Daerah Tingkat I Jawa Ti=-
mur atauw Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan petunjuk pe
nyvelesaiannya ;

4. memterikan saran dan pertimbangan terhadap Peraturan Dazrah
Tingkat IT tentang pemungutan Pendapatan Daerah, yang dia-~
jukan untuk pengesahannys kepada Bire Hukum Xantor Guber -
nur Kepalia Daercal Tingkat T Jaws Timuz, guna keseragansn ma

teri dan keseimbsngan tarionwee.

2 | Talakeansan
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ITI. Pelaksanaan pengaraban, bimbingan ﬂﬂngpeﬁhiuaan administrasi
pemungutan Pendapatan Asli Daerah kapada DMinag Pendapatan Da
arah Kabupatan/Kotamadya Daerah Pingkat 1%, d;selunqgarakanw
dengan t

(E) mengadakan nataran/latihan terbhadap pegawal dilingkung-

an Dinas Pcnd patan Daerab Kabupaten/Kotsmadyas Daerah o

d—"':_'_
Tingkat IT se Jawa Timar atav menglkutsertakan pegawai di
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah “ahupatunfxctamadya Da

erah Tingkat 1I dalam pena %araw/la%ihan vang dilaksanakan
oleh Pemerintah Propingi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(:) memberikan petunjuk mengenai teknis administrasi dan tata

laksana pemungutan pajak dan retribusi Dserah j

b

.membsemxm, petunjuk tentang mekhanisme pemwungutan pajak/- -
retribusi Daerah Tingkat I7 serta petunjuk pembuatan ben-
tuk~bentuk dan pengisian buku/formulix perpajakan/retribu
si Daerah Tingkat IY gehagaimana telah dituangkan dalam -
Surat Edaran Gubernur Kepalas Dasrah Tingkat I Jawa Timur

_kepada para Bupati/Walikotamadya Repala Daerah Tingkat II
geluruh Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor Hk.Qzlff
3/329/80 _;

-

.msemberzkan petunjuk mengenai pexbuatan alat-alat perleng-

kapan pemangutan retribusi Dasrah agar terwoiud k&sarggam'
ar.

ITI. Pelaksanaan pengarahan, binbingan darn pembinaan teknis pemu=-
,7V ngutan Fendapaten Asli Dasvah Tingkat 11 terhadap Dinas Pen-
dapatan NDasrabh Habupaten/Eotamsdya Daevah Tingkat II seluruh

Jawa Timur, diselenggarakan dengan :

1. nemberikaen petunijuk terhadap pelakganaan penyerageman sis
tim dan tate laksapna pemungutan pajnkfraﬁribusi Daerah =
Tingkat II sebagaimans telab diatur dalam Instruksi Guber
nur Kepala Daexah Tingkat I Jawa Timur tangusl 21 Pebrua-
ri 1980 Nomor 5 Tahun 1980 ;

[

2. memberikan petunjuk tentang teknis operasional pemungutan
kepada Dinas Poendapstan Daerah Tingkat ¥I ﬁmlmm rangka in

tengifikasi pemungutan Pendepatan Dacrah Tingkat T,

B. TUGAS KORDINATOR BIDANG ADMINISTRATIP DAN TEMKNIS OPERASIONAL DI -
NAS PENDAPATAN DAEBRAN PROPTNST DARRAH TINGKAT [ JAWA TIMUR :

»

1. memberikan bhiwbingsn kepad.

Pa"‘fﬁn Daeprah ler:."-,_:\.ll:'}"' .:-;.,: Diaer ‘Jg, ’. i1 % ar X JTawe ; 11 i il :‘: .'—.-'."Ll.'"f';’i:'a.i_l s

ale Wilavah/Cabang Dinas Penda-

nya dalay ranck alnwtansn penhirean admt 2 etrand momtna



2.

teknis pemangutan Pendapatan Asli Dasrah. Tlngkat 11 yang di-

lakukan oleh Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tinur ;

menvelenggarakan pertemvan kordinasi secara periodik dengan
Repa'a Dinas Pendapatan Qaarah‘Kabuhﬁ*evxxotamaﬁya Daerah =~
Tingkat Ii 4i wilavabnya mipimal 3 (tiga) bulan sekali, un =
tuk membahas masalah-masalah yang bevkaitan dnngan pamungut—'
an Pendapatan Asli Dasrah ;

mepampung permasalahap yang berkaitan dengan pemungutan Pen-

dapatan 3sli Daersh Tingket IT dan meneruskan kepada Kepala
Dinas Perdapatan Daerah Propingi Daervah Tingkat I Jawa Timur
disertai wsul pertimbangan dan pemecahannya ;

membantu Wilayah/Cabang Dinas Pendapatan Daevah Propinsi Dae
rah Tingkat I Jawa Timvr dalam usaha meninckatkan kerja sama
éengan Dinas Pendapatan Daerali Rabupaten/Kotamadya Daerah =
Tingkat I1 ;

membina dan meningkatkan kerjz sama dibldang teknis operaslo

nal antar Dinag Pendapatan Dasrah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat IT maupun antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/-
Kotamadya Daexan Tingkat 1T dencan Wilayah/Cabang Dinas Péndé
patan Daezah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

TUGAS KEPALA WILAYAH/CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DA

1.

" ERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

mengadakan kenmgultasi dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Rabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat IT setempat guna mengin -
ventarisir canp membahas masalab~masalah yang berhubungan de-~
ngan pemungitan Pendapatan Asll Daerah, serta melaporkan ha- |
sil konsultasei tersebut kepada Repala Dinas Pendapatan Dae -
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan disertai u-
gul dan pertimbanganaya '

menerima dan menghimpun data mengenai penerinaan kas hasil -
pamungutan Pendapatan Asli Dasrah Tingkat IT setempat setiap
bulan dan mengadakan penilajan terhadap pelaksanaan pemungut
annya serta menyampaikan data penerime.n tes tersebut beser-
ta hasil penilaiannya kepada Repzla Dipnas Pendapatan Daerah

- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa “imnr, setiap buiua ;

Jub

é.

meningkétkan kerja sama dengzn Dinas Pendapatan Daerah Kabu-
patepn/Kotamadya Daerah Tingkat 1T dalam wmelaksanakan tugas -
operaglional ; '

membantu Dinus Pendspatsn Dacra’ Raropaten/Fotamadyz Daerah



Tingkat II éatempau dalam rangka palékaanamn penyeragaman ad
ministrasi, sistim dan teknis pemungutan pajak dan retribusi

Daerah Tingkat II sebagaimsna Instruksi Gubernur Kepala Dae~-
rah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor 5 Ta
hun J.980 tentanag pedoman penveragaman administrasi, sistim -
dan teknias ﬁerungutan vajak dan retribusi Daerah Tingkat II
di Jawa Timur,

Surabaya, & Juli 1980

Mmiﬁmﬂﬁﬁpﬁum DI NAS rbNJnPnT*,

iy iy
;’Ffrr L aﬂ‘%?ﬁ% § : K_‘t\ﬁ +
e N\ /

DAERAH -
TAWE TIMUR

Nip. 510013192

e - T

Yo



